[bookmark: _Hlk189762327][bookmark: _Hlk208350791]PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023


SKRIPSI
UNTUK SEMINAR HASIL


[image: ]


Oleh:

PRIANDARINI WINDI YANTI
2101036161
S1 AKUNTANSI


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025



2



[bookmark: _Toc210595612]HALAMAN PENGESAHAN

[bookmark: _Hlk186649952]Judul Penelitian	:	Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023
Nama Mahasiswa	:	Priandarini Windi Yanti
NIM	:	2101036161
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	S1 Akuntansi
Diajukan Untuk Seminar Hasil
Menyetujui,
Samarinda, 14 Oktober 2025 
Pembimbing,





Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012

Mengetahui, 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman





Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP
                  	 NIP. 19850204 200912 2 007
[bookmark: _Toc210595613]KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta shalawat dan salam tak lupa diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menulis sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”. Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir dalam menempuh perkuliahan di Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat beberapa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Dr. Zainal Abidin, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP., CMA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi.
6. Desy Natalia, S.E.,M.Si selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan terkait studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama penulis menempuh kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang turut membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Supriyo Diharjo, S. Pd. dan Ibu Wachyu Fitriana, SE., saudara serta keluarga besar yang selalu memberikan do’a, kasih sayang, semangat serta dukungan selama penyusunan skripsi.
10. Kepada rekan-rekan seangkatan yang selalu memberikan bantuan dan kebersamaan semasa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat saya, Alep, Lia, dan Widad yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Sekian penyampaian dari penulis, menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan.oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi pernyempurnaan skripsi ini. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan referensi bagi pembacanya. Terima kasih
Samarinda, 14 Oktober 2025

Penulis













[bookmark: _Toc210595614]
2

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, dengan total data penelitian sebanyak 75 data, serta terdapat outlier sebanyak 5 data untuk memenuhi uji normalitas, sehingga total data dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 data penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan alat analisis IBM SPSS versi 31. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.                      (2) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. 
Kata Kunci: Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Penghindaran Pajak.
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ABSTRACT
[bookmark: _Hlk210586268]	This study aims to analyze the influence of audit committee and managerial ownership on tax avoidance in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019-2023. The sample selection was conducted using the purposive sampling method, which involved selecting samples based on predetermined criteria, and obtained a research sample of 15 food and beverage manufacturing companies, with a total research data of 75 data, and there were 5 outliers to ppfulfill the normality test, so that the total data in this study was 70 research data. This study uses multiple regression analysis with IBM SPSS version 31. The results of this study indicate that: (1) the audit committee has a significant and negative effect on tax avoidance. (2) managerial ownership has a significant and negative effect on tax avoidance.
Keywords: Audit Committee, Managerial Ownership, and Tax Avoidance.	
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1. 1. [bookmark: _Toc190434764][bookmark: _Toc210595622]Latar Belakang
Pajak adalah sumber pendapatan yang paling signifikan dalam mendukung anggaran negara untuk pembiayaan kegiatan negara (Oktaviani dkk., 2023). Pajak berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, serta untuk mendanai berbagai kegiatan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hasna dkk., 2023). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai suatu kontribusi yang bersifat memaksa, yang harus dibayar oleh individu maupun badan, tanpa adanya imbalan langsung. Melalui pengumpulan pajak tersebut, pemerintah dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional (Alfarezi & Iqbal, 2025).
Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (Parso, 2023). Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Kalbuana dkk., 2023). Meskipun penghindaran pajak dilakukan dalam batas legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pemerintah tidak mengharapkan praktik tersebut karena akan berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan negara (Herianti & Setia Budi, 2024). Penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, karena penerimaan pajak menjadi tidak optimal (Arifah dkk., 2023).
Berdasarkan laporan Tax Justice Network dalam publikasi berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US$4,86 miliar atau Rp68,7 triliun setiap tahunnya (kurs rupiah Rp14.149 per dolar AS) akibat penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sebesar US$4,78 miliar atau Rp67,6 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan sisanya, sebesar US$ 78,83 juta atau Rp1,1 triliun, disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam publikasi tersebut menempatkan Indonesia di posisi keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan oleh entitas badan usaha, memberikan dampak yang signifikan terhadap potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. 
Objek pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Perusahaan subsektor makanan dan minuman memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan menarik minat investor karena sektor ini mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi, mengingat produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan baik saat krisis maupun tidak (Arimerta dkk., 2023). Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan industri ini yang terus mengalami pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah informasi mengenai laju pertumbuhan industri Makanan dan Minuman pada tahun 2019-2024.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman (y-on-y)
	[bookmark: _Hlk197444979]Keterangan
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024

	Industri Makanan dan Minuman
	7,78%
	1,58%
	2,54%
	4,90%
	4,47%
	5,90%


Sumber: BPS, 2024
Berdasarkan tabel yang disajikan Industri Makanan dan Minuman menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Industri ini dipilih karena memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia (Nurdyastuti & Suroto, 2022). Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dan pendapatan negara (Rahmawati dkk., 2023).
Permasalahan penghindaran pajak telah menjadi praktik yang dilakukan oleh sejumlah industri atau perusahaan besar, baik di Indonesia maupun di negara lain (Parso, 2023). Dalam mengukur penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Ratio (CETR), yaitu kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Apriani dkk., 2024). CETR digunakan untuk mengukur penghindaran pajak karena mampu menunjukkan besarnya pembayaran pajak berdasarkan laporan arus kas, sehingga mencerminkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar kewajiban pajaknya (Ritonga, 2019). Semakin rendah nilai CETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Bivianti dkk., 2022). Nilai CETR yang rendah merupakan indikator utama atau tanda adanya agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Fajarani, 2021). Beberapa penelitian terdahulu seperti Hanlon & Heitzman (2010), Faradisty dkk. (2019), Carolina dkk. (2024) telah menggunakan CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Berikut merupakan data CETR perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019-2023.
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[bookmark: _Toc196152133][bookmark: _Toc196152292]       Gambar 1. 1 CETR Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman
Berdasarkan gambar yang disajikan nilai CETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2019-2023 menunjukkan adanya variasi pada setiap perusahaan. Nilai CETR pada perusahaan STTP berturut-turut memiliki nilai CETR di bawah tarif pajak badan, dengan persentase di bawah 20% pada tahun 2019, 2020, 2022, dan 2023. Selain itu, pada perusahaan PMMP terdapat penurunan nilai CETR yang pada tahun sebelumnya mencapai 27% menjadi 2% pada tahun 2020. Nilai CETR yang lebih rendah atau kurang dari tarif pajak penghasilan yang berlaku, mengindikasi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Sovita & Khairat, 2023). Merujuk pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap ditetapkan sebesar 25% yang mulai diberlakukan sejak tahun pajak 2010 (Kurniawati & Prasetyo, 2023).  Tarif Pajak Penghasilan Badan diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020–2021 dan sempat direncanakan menjadi 20% mulai 2022 berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 serta UU Cipta Kerja. Namun, dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% untuk tahun 2022 dan berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya (Hidayati dkk., 2024). 
Kasus penghindaran pajak yang melibatkan salah satu entitas dalam grup Coca Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI), diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara meningkatkan proporsi beban iklan atas produk minuman jadi untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Indradi & Sumantri, 2020). Bagi DJP beban biaya tersebut mencurigakan dan diduga sebagai praktik transfer pricing yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak (Manihuruk dkk., 2021). PT CCI membebankan biaya iklan yang besar meskipun tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan, karena produk perusahaan ini adalah konsentrat bukan produk minuman jadi (Agustina & Abubakar Arief, 2024). Sehingga biaya iklan tersebut seharusnya dibebankan kepada perusahaan Coca Cola lainnya (Hendi & Julianti, 2021). 
Berdasarkan laporan kontan.co.id, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan penelusuran dan menemukan adanya pembengkakan biaya signifikan yang berasal dari iklan produk minuman dengan total mencapai Rp566,85 miliar selama periode 2002-2006 (Retnaningdya & Cahaya, 2021). Beban biaya yang besar mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus disetorkan menjadi lebih kecil (Fahira, 2022). Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia (CCI) pada periode tersebut mencapai Rp603,48 miliar, sementara perhitungan CCI menunjukkan penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp492,59 miliar (Ramadhanti & Marlinah, 2023). Dengan selisih tersebut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp49,24 miliar (Rajak & Suwito, 2024). 
Penghindaran pajak merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, terutama terkait dengan pajak penghasilan (Rachman dkk., 2024). Salah satu bentuk praktik penghindaran pajak adalah melalui transfer pricing, yang bertujuan untuk menetapkan alokasi laba dan rugi pada sub-unit perusahaan yang beroperasi secara desentralisasi (Adiguna & Ritonga, 2024). Melalui praktik tersebut, perusahaan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk melakukan penghematan pajak dan memaksimalkan keuntungan pemegang saham (Pinastika & Irawan, 2021). Dalam sampel penelitian ini, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki entitas afiliasi di luar negeri, yaitu perusahaan GOOD tercatat memiliki afiliasi di Singapura dan perusahaan STTP memiliki afiliasi di Hong Kong. Kedua negara tersebut dikenal sebagai negara tax haven yang menerapkan tarif pajak rendah.
[bookmark: _Hlk197444949]Namun, pada kasus PT CCI melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing bukan didasarkan pada perbedaan tarif pajak, melainkan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak melalui pembengkakan biaya pada tahun tertentu sehingga penghasilan kena pajak berkurang (Fahira, 2022). Praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing telah mengakibatkan kerugian negara dengan hilangnya penerimaan pajak dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, estimasi kerugian akibat praktik tersebut mencapai sekitar Rp2.000 triliun setiap tahunnya, sehingga menimbulkan kerugian yang material bagi keuangan negara (Adiguna & Ritonga, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan mekanisme pengawasan dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak yang berlebihan. 
Tata kelola perusahaan yang baik berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian internal dalam perusahaan, yang memiliki peran penting dalam menekan praktik penghindaran pajak (Simamora & Sari, 2025). Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan dapat mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak (Dang & Nguyen, 2022). Peran komite audit yang efektif dalam struktur tata kelola perusahaan sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Kerr dkk., 2021). Selanjutnya, Aganthasyah dkk. (2025) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, Deslandes dkk. (2020), Hsu dkk. (2018), dan Lary & Taylor (2012) juga menyatakan bahwa kehadiran anggota dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan memungkinkan komite audit menjalankan peran pengawasannya dengan lebih baik.
Komite audit merupakan suatu keanggotaan yang bertugas memberikan pandangan profesional kepada dewan komisaris terkait laporan dan mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu diperhatikan (Chandra, 2022).  Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa konflik keagenan terjadi akibat asimetri informasi antara agent (manajer) yang cenderung memiliki keunggulan informasi dibandingkan principal (pemegang saham) sebagai pengguna informasi (Putra & Serly, 2020). Komite audit mampu meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagai bentuk tindakan oportunistik oleh manajemen akibat asimetri informasi tersebut (Setyaningsih & Wulandari, 2022). 
Komposisi komite audit di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 55/PJOK.04/2015. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya tiga anggota, yang terdiri dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Selain itu, setidaknya satu anggota komite harus memiliki latar belakang pendidikan serta keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Samsiah dkk., 2022). Pengetahuan mendalam mengenai keuangan dan akuntansi memungkinkan komite audit untuk memahami informasi keuangan secara komprehensif (Musallam, 2020), serta  menjalankan fungsi pengawasan masalah akuntansi dan proses pelaporan keuangan (Cheung & Chung, 2022).
Wulansari & Pohan (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Damayanty & Putri (2021) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, karena pengawasan yang efektif terhadap penyusunan laporan keuangan dan penerapan prinsip pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas laporan, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan penelitian Rudiatun dkk. (2024) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Selain itu, aspek manajemen dalam suatu organisasi juga dapat berpengaruh pada praktik penghindaran pajak (Agustyo & Arianti, 2024). Salah satu aspek tersebut ialah kepemilikan manajerial, yaitu proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen  yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan (Yusri dkk., 2022). Penghindaran pajak dapat digambarkan sebagai suatu bentuk permasalahan keagenan, keputusan yang diambil oleh manajer dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi dari manajer tersebut (Arizah dkk., 2024). Kepemilikan saham oleh manajemen memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen (Sjahputra, 2020). Manajer yang memiliki saham di perusahaan cenderung memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan, sehingga mereka dapat memperoleh bonus atau insentif yang lebih tinggi (Sulistyana & Ismanto, 2025). Oleh karena itu, manajemen cenderung menginginkan beban pajak yang minimal, sehingga berpotensi melakukan penghindaran pajak (Abiyyu & Deden, 2024).
Yusri dkk. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajerial cenderung mendorong manajer untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap perusahaan, sehingga kebijakan perpajakan yang diterapkan akan mendukung praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Wongsinhirun dkk. (2024) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung untuk lebih mengutamakan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan penelitian Ridhawati & Mulyani (2022) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Nugraha (2022), dengan mengubah objek penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Pada penelitian ini membahas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2019-2023.
1. 2. [bookmark: _Toc190434765][bookmark: _Toc210595623]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Apakah komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak?
1. 3. [bookmark: _Toc190434766][bookmark: _Toc210595624]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini:
1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
1. 4. [bookmark: _Toc190434767][bookmark: _Toc210595625]Manfaat Penelitian
Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis
1) Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada investor untuk memahami praktik penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan yang penting sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham suatu perusahaan.
2) Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga perusahaan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan menghindari tindakan penyimpangan, seperti penghindaran pajak.
3) Bagi Peneliti Selanjutnya
2

[bookmark: _Toc190434768]Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya terkait dengan berbagai faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.


[bookmark: _Toc210595626]BAB II  
[bookmark: _Toc190434769][bookmark: _Toc210595627]TINJAUAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _Toc190434770][bookmark: _Toc210595628]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc190434771][bookmark: _Toc210595629]Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen & Meckling (1976), mengemukakan teori keagenan adalah adanya hubungan kontrak antara agent dan principal, di mana principal mempekerjakan agent untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu serta memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan perusahaan. Utaminingsih dkk. (2022) berpendapat konflik keagenan timbul akibat asimetri informasi, yaitu keterbukaan informasi antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham cenderung memiliki informasi yang terbatas mengenai kemampuan manajer, sementara manajer memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perusahaan. Keunggulan informasi ini dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik yang menguntungkan dirinya sendiri.
Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan didasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Asumsi sifat manusia, asumsi ini menekankan karakteristik manusia, yaitu memiliki sifat mengutamakan kepentingan pribadi (self-interest), memiliki rasionalitas yang terbatas (bounded rationality), dan berusaha menghindari risiko (risk averse).
2. Asumsi keorganisasian, asumsi ini menekankan adanya potensi konflik antar anggota organisasi dan ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) antara principal dan agent.
3. Asumsi informasi, asumsi ini memandang informasi sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan.
2.1.2 [bookmark: _Toc190434772][bookmark: _Toc210595630]Penghindaran Pajak
Menurut Deef dkk. (2021), penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak secara legal dan aman, karena tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Senada dengan pendapat tersebut, Kalbuana dkk. (2023) menyatakan penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Potensi terjadinya praktik penghindaran pajak disebabkan oleh penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan Self-Assessment System (Martiana & Husnaini, 2024).
Penerapan Self-Assessment System oleh Pemerintah memberikan  pendekatan yang fleksibel terhadap administrasi perpajakan, dengan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Rahma & Masripah, 2024). Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi terdapat kelemahan yang perlu dicermati, yaitu adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh wajib pajak yang dapat memanfaatkan sistem ini untuk melakukan penghindaran pajak, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Afrillia & Yunira, 2025).
Dari perspektif ekonomi, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat memengaruhi laba (profit margin). Praktik penghindaran pajak sendiri tidak melanggar ketentuan yang tertulis dalam undang-undang (the letter of law), karena hanya tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang (Billy dkk., 2023). Umumnya, perusahaan menerapkan strategi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau ambiguitas dalam undang-undang, sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan celah-celah yang timbul akibat ambiguitas dalam peraturan perpajakan (Rahma dkk., 2022).
Peraturan perpajakan yang dirancang untuk menertibkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya terkadang dianggap memberatkan dan rumit, sehingga mendorong wajib pajak untuk melakukan pengurangan pembayaran pajak, baik yang secara teknis dibenarkan maupun yang dianggap sebagai pelanggaran (Kusumadewi dkk., 2024). Menurut Parjiono dkk. (2018), penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
1. Penghindaran pajak yang diizinkan (acceptable tax avoidance) 
Merupakan skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Skema ini sejalan dengan tujuan usaha yang baik dan tidak melibatkan transaksi yang direkayasa.
2. Penghindaran pajak yang tidak diizinkan (unacceptable tax avoidance)
Merupakan skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peraturan dan tujuan usaha yang baik. Skema ini semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak dengan melakukan transaksi yang direkayasa, sehingga menimbulkan kerugian.
2.1.3 [bookmark: _Toc190434773][bookmark: _Toc210595631]Komite Audit
Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah manajemen melakukan kecurangan, sehingga perusahaan yang memiliki komite audit cenderung lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan (Sulistyana & Ismanto, 2025). Keberadaan komite audit berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan dianggap sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi (Dang & Nguyen, 2022). Mengingat pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen, seringkali memiliki tingkat informasi yang berbeda (Putra & Serly, 2020). 
Komite audit digambarkan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat memperkuat fungsi audit dalam memantau laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal (Andari dkk., 2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), komite audit beroperasi secara profesional dan independen, serta mendapatkan dukungan dari dewan komisaris. Fungsi utamanya adalah untuk membantu dan memperkuat peran dewan komisaris atau dewan pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek penting perusahaan, meliputi proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, serta penerapan tata kelola perusahaan (Alfandia & Putri, 2023). 
Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015, ditetapkan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya tiga anggota, yang terdiri dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Selain itu, setidaknya satu anggota komite harus memiliki latar belakang pendidikan serta keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Samsiah dkk., 2022). Dang & Nguyen (2022) menyatakan  bahwa komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian akuntansi dan keuangan memungkinkan pengendalian terhadap penghindaran pajak menjadi lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai keuangan dan akuntansi memungkinkan komite audit untuk memahami informasi keuangan secara komprehensif (Musallam, 2020).
2.1.4 [bookmark: _Toc190434774][bookmark: _Toc210595632]Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan (Yusri dkk., 2022). Dengan demikian, kepemilikan ini menunjukkan kondisi di mana manajer perusahaan juga merupakan pemegang saham, sehingga menjalankan peran ganda sebagai manajer sekaligus pemilik (Andari dkk., 2022). Manajemen yang memiliki saham cenderung lebih berusaha untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, mengingat manajemen juga merupakan pemegang saham, sehingga memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan (Syahnandevito dkk., 2024). Manajer yang memiliki saham akan memiliki kepentingan pribadi terkait dengan return yang diperoleh dari kepemilikan saham tersebut (Diandra & Ariani, 2023).
Proporsi kepemilikan manajerial dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau perusahaan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi, tata kelola perusahaan, dan budaya investasi yang berlaku di masing-masing wilayah atau perusahaan (Nugrahanto & Gramatika, 2022). Menurut Sulistyana & Ismanto (2025) semakin besar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.
Cabello dkk. (2019) menyatakan tingkat kepemilikan saham oleh manajemen berkorelasi dengan tingkat penghindaran pajak yang berbeda. Pada temuannya menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak cenderung meningkat pada tingkat kepemilikan manajerial antara 20-30% dan juga pada tingkat di atas 50%. Kepemilikan saham manajerial cenderung mendorong manajer untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan perpajakan yang diambil (Yusri dkk., 2022). 
2.2. [bookmark: _Toc190434775][bookmark: _Toc210595633]Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sejumlah peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan ini terkait pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
	No.
	Penulis dan Judul
	Variabel
	Hasil Penelitian

	1.
	Zhou
(2011)

Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness
	Variabel Independen:
Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen.
Variabel Dependen: 
Agresivitas pajak.
	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

	2.
	Robinson dkk.
(2012)

Tax Planning and Financial Expertise in the Audit Committee
	Variabel Independen:
Keahlian akuntansi pada komite audit.

Variabel Dependen:
Perencanaan pajak.
	Keahlian akuntansi pada komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

	3.
	Chan dkk.
(2013)

Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: Evidence from China
	Variabel Independen:
Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris.

Variabel Dependen:
Agresivitas pajak.
	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

	4.
	Damayanty & Putri (2021)

The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as the Moderating Variable

	Variabel Independen:
Dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional.

Variabel Moderasi:
Ukuran perusahaan.

Variabel Dependen:
Penghindaran pajak.
	[bookmark: _Hlk191685891]Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan komite audit dan penghindaran pajak.

	5.
	Widiatmoko & Mulya
(2021)

TheEffect of Good Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity and Company Size on Tax Avoidance
	Variabel Independen:
Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan.

Variabel Independen:
Penghindaran pajak.
	Komite audit, profitabilitas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

	6.
	Dang & Nguyen 
(2022)

Audit Committee Characteristics and Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Economy
	Variabel Independen:
Ukuran komite, proporsi anggota perempuan, dan ahli keuangan dan akuntansi komite audit.

Variabel Dependen: Penghindaran pajak.
	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Proporsi anggota perempuan, ahli keuangan dan akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak.

	7.
	Sholikhah & Nurdin 
(2022)

The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2014 – 2020
	Variabel Independen:
Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.
Variabel Dependen:
Penghindaran pajak.
	Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

	8.
	Yusri dkk.
(2022)

Ownership Structure and Tax Avoidance: Empirical Study on Manufacturing Companies
	Variabel Independen:
Kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional.

Variabel Dependen:
Penghindaran pajak.
	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan publik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

	9.
	Alfandia & Putri
(2023) 

Audit Committees, Political Connections, and Audit Quality on Tax Avoidance
	Variabel Independen:
Komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit.

Variabel Dependen:
Penghindaran pajak.
	Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Koneksi politik dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

	10.
	Sulfia & Rusmanto
(2024)

The Role of Corporate Governance in Mitigating Tax Avoidance
	Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing,
keberagaman gender dewan, dan komisaris independen

Variabel Dependen: Penghindaran pajak.
	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
 
Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional dan keberagaman gender dewan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 


[bookmark: _Toc210595634]
2.3. Kerangka Konseptual
Di Indonesia, penerapan sistem self-assessment memberikan keleluasaan kepada manajemen (agent) untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri, yang dapat meningkatkan risiko praktik penghindaran pajak secara ilegal. Dalam konteks teori keagenan (agency theory), agent cenderung mengutamakan kepentingan pribadi mereka dengan harapan mendapatkan bonus tinggi dari principal jika perusahaan berhasil mencapai laba maksimal dengan beban pajak yang rendah. 
Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu dalam pengawasan kinerja perusahaan serta memberikan pandangan terkait aspek akuntansi dan keuangan. Diharapkan, keberadaan komite audit ini dapat meminimalkan penghindaran pajak dengan mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh asimetri informasi. Komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang menjembatani kesenjangan informasi antara agent dan principal. Asimetri informasi dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan yang oportunistik atau menguntungkan diri sendiri.
Adanya asimetri informasi ini dikarenakan manajer memiliki akses terhadap informasi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap kondisi perusahaan. Apabila manajer juga merupakan pemegang saham di dalam perusahaan atau disebut sebagai kepemilikan manajerial, maka manajer cenderung mengambil tindakan yang berpotensi meningkatkan keuntungan bagi diri mereka, baik sebagai pemegang saham, yaitu terkait return yang diperoleh dari kepemilikan saham tersebut maupun sebagai bagian dari manajemen, yaitu memperoleh bonus atau insentif yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan kecenderungan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
[bookmark: _Hlk192458241] Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, serta hubungan antara pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, maka kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut.
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[bookmark: _Toc196152084][bookmark: _Toc196152268]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
2.4. [bookmark: _Toc190434777][bookmark: _Toc210595635]Pengembangan Hipotesis
2.4.1 [bookmark: _Toc190434778][bookmark: _Toc210595636]Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak
Teori keagenan (agency theory) mengemukakan bahwa konflik keagenan muncul akibat asimetri informasi, yaitu ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. Agent (manajer) cenderung memiliki keunggulan informasi dibandingkan principal (pemegang saham) sebagai pengguna informasi tersebut (Putra & Serly, 2020). Berdasarkan teori keagenan, keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan serta meminimalkan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (Permatasari & Muniroh, 2024). Sehingga, komite audit mampu meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagai bentuk tindakan oportunistik oleh manajemen akibat asimetri informasi (Setyaningsih & Wulandari, 2022).
Keberadaan komite audit mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan komite audit bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam perusahaan (Hilmi dkk., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Damayanty & Putri (2021) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena pengawasan yang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi praktik tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian Dang & Nguyen (2022) juga menyatakan bahwa efektivitas pengawasan komite audit dapat membatasi perilaku penghindaran pajak, kehadiran anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan memperkuat kontrol terhadap praktik tersebut. Selaras dengan penelitian Widiatmoko & Mulya (2021), Sholikhah & Nurdin (2022), Abdeljawad dkk. (2023).
H1: Komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.
2.4.2 [bookmark: _Toc190434779][bookmark: _Toc210595637]Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dalam perusahaan (Andari dkk., 2022). Sehingga, dalam teori keagenan manajer berperan sebagai agent (manajer) sekaligus principal (pemegang saham). Asumsi mengenai sifat dasar manusia (self-interest) membuka kemungkinan bahwa manajer dapat bertindak secara oportunistik, yaitu dengan mengedepankan kepentingan pribadi mereka (Bakti & Triyono, 2022). Potensi konflik kepentingan muncul akibat asimetri dalam hubungan keagenan, karena manajer memiliki akses informasi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan, seperti pemegang saham (Syahputri & Nawirah, 2023). 
Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dapat mendorong manajer untuk mengambil tindakan yang berpotensi meningkatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai bagian dari manajemen (Niandari dkk., 2020). Dalam situasi ini, manajer memiliki peluang untuk menerapkan strategi agresif dalam penghindaran pajak guna meningkatkan bonus dan dividen yang mereka terima (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022). Kepentingan ini tentu berbeda dengan kepentingan pemegang saham lainnya yang tidak ingin adanya praktik penghindaran pajak yang agresif, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum, sanksi pajak, atau kerusakan reputasi yang dapat mengancam keberlangsungan operasional perusahaan (Aryani & Fauzi, 2023). Semakin banyak celah dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan (Lemmuel & Sukadana, 2022).
Nugrahanto & Gramatika (2022) menyatakan dalam upaya mencapai laba yang maksimal dan meningkatkan bonus yang diterima, manajer cenderung akan menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi beban yang dapat berkontribusi pada peningkatan nilai laba. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah beban pajak perusahaan atau melakukan praktik penghindaran pajak (Apriliani & Wulandari, 2023). Hal ini meningkatkan kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Yusri dkk. (2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mendorong manajer untuk melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan, sehingga kebijakan perpajakan yang diterapkan dapat mendukung praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian Sholikhah & Nurdin (2022) juga menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin besar kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selaras dengan penelitian Deef dkk. (2021), Olanisebe dkk. (2023) , Sulfia & Rusmanto (2024).
H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap
 penghindaran pajak.
Dari dua hipotesis yang telah diajukan, maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut:
Komite Audit

                                                                H1 (-)	Penghindaran Pajak



		Kepemilikan Manajerial

[bookmark: _Toc196152085][bookmark: _Toc196152269]                                                               H2 (+)
[bookmark: _Toc190434780]Gambar 2. 2 Model Penelitian
[bookmark: _Toc210595638]BAB III 
[bookmark: _Toc190434781][bookmark: _Toc210595639]METODE PENELITIAN
3. 1. [bookmark: _Toc190434782][bookmark: _Toc210595640]Definisi Operasional
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2019-2023 dengan variabel independen, yaitu komite audit (X1) dan kepemilikan manajerial (X2) terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (Y).
3.1.1 [bookmark: _Toc190434783][bookmark: _Toc210595641]Variabel Dependen
1. Penghindaran Pajak (Y)
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan proksi CETR (Cash Effective Tax Rate). CETR dihitung dengan membagi jumlah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Dyreng dkk., 2008). CETR mampu merepresentasikan aktivitas perusahaan secara rill dalam upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya (Susanti, 2017). Semakin rendah nilai CETR, semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Rumus ini digunakan karena dapat menunjukkan besaran kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak dalam satu tahun buku fiskal. Berikut rumusnya:
	CETR   =
	Pembayaran Pajak

	
	Laba Sebelum Pajak


Pembayaran pajak adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, dapat dilihat pada laporan arus kas pada bagian arus kas dari aktivitas operasi yang mencantumkan pos pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan laba sebelum pajak adalah laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi oleh kewajiban pajak.
Merujuk pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap ditetapkan sebesar 25%, yang berlaku hingga tahun pajak 2019. Tarif Pajak Penghasilan Badan diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020–2021 dan dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% untuk tahun 2022 dan berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. 
3.1.2 [bookmark: _Toc190434784][bookmark: _Toc210595642]Variabel Independen
1. [bookmark: _Hlk192207789]Komite Audit (X1)
Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang beroperasi secara profesional dan independen untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengatur bahwa komite audit wajib memiliki setidaknya satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, variabel ini diukur dengan menggunakan proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan, baik dari segi pendidikan, keahlian dan pengalaman  dengan total jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam annual report perusahaan  (Felo dkk., 2005), (Robinson dkk., 2012), (Andira & Ratnadi, 2022). Berikut rumusnya:
	Komite Audit    =
	Komite Audit dengan Latar Belakang Keuangan

	
	Total Komite Audit



Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi dengan gelar sarjana, magister, maupun doktor baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan nonformal yang berkaitan dengan kompetensi di bidang keuangan dan administrasi bisnis, atau memiliki pengalaman memegang jabatan penting di bidang akuntansi atau keuangan. Sedangkan total komite audit merupakan jumlah keseluruhan komite audit yang tercantum dalam annual report di setiap perusahaan.
2. Kepemilikan Manajerial (X2)
Kepemilikan manajerial merupakan keadaan ketika seorang manajer perusahaan memiliki saham dalam perusahaan tersebut, sehingga berperan sebagai manajer sekaligus pemilik. Hal ini diukur berdasarkan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan. Pengukuran kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (direksi, manajer, dan dewan komisaris) dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Moh’d dkk., 1998), (Goranova dkk., 2007), (Ati dkk., 2020). Berikut rumusnya:
	Kepemilikan Manajerial   =
	Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen

	
	Jumlah Saham Beredar



Jumlah saham yang dimiliki manajeman adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen (direksi, manajer, dan dewan komisaris). Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah jumlah saham yang diterbitkan (outstanding shares) oleh perusahaan dan saat ini dimiliki oleh pemegang saham, baik individu maupun institusi. 
3. 2. [bookmark: _Toc190434786][bookmark: _Toc210595643]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc190434787][bookmark: _Toc210595644]Populasi  
Menurut Sugiyono (2022), populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, yaitu sebanyak 64 perusahaan.
3.2.2 [bookmark: _Toc190434788][bookmark: _Toc210595645]Sampel
Menurut Sugiyono (2022), sampel merupakan bagian dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dalam menentukan sampel dan teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling merupakan suatu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penlitian ini:
1. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memiliki kelengkapan data terkait variabel penelitian yaitu variabel komite audit, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.
3. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak menanggung beban pajak penghasilan (Noviawan & Dara Nida Utamie, 2020). Jika terdapat beban pajak, maka beban tersebut merupakan beban pajak tahun berjalan (Rodiyah & Supriadi, 2019).
Berikut adalah tabel penyaringan sampel yang disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.
Tabel 3. 1 Penyaringan Sampel
	No
	Kriteria
	Jumlah

	1.
	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
	64

	2.
	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel penelitian.
	(33)

	3.
	Perusahaan makanan dan minuman yang mengalami kerugian.
	(16)

	Jumlah pengamatan yang memenuhi kriteria
	15

	Periode penelitian (tahun)
	5

	Jumlah data amatan
	75


Berdasarkan penyaringan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka sampel yang diperoleh sebanyak 15 sampel data perusahaan subsektor makanan dan minuman dengan rentang waktu  5 tahun (2019-2023) sehingga jumlah total sampel menjadi 75 data amatan.
3. 3. [bookmark: _Toc190434789][bookmark: _Toc210595646]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini berupa data rasio dari laporan keuangan dan annual report yang memiliki satuan hitung dan dapat dihitung secara matematik. Data sekunder, yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak di luar peneliti, menjadi sumber data dalam penelitian ini.  Data yang digunakan oleh peneliti bersumber dari laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang dipublikasikan dan terdaftar di situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.
3. 4. [bookmark: _Toc190434790][bookmark: _Toc210595647]Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data-data dalam penelitian ini, metode yang digunakan melalui dua cara yaitu library research dan teknik dokumentasi. Library research, yaitu  proses pengumpulan data yang fokus pada literatur, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengunduh data melalui website yang diperlukan kemudian dikumpulkan berupa laporan keuangan dan annual report.
3. 5. [bookmark: _Toc190434791][bookmark: _Toc210595648]Analisis Data
3.5.1 [bookmark: _Toc190434792][bookmark: _Toc210595649]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah alat analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap objek yang sedang diteliti. Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian nilai minimum, nilai maksimum, sum, range, kurtosis dan swekness (kemencengan distribusi).


3.5.2 [bookmark: _Toc210595650]Uji Asumsi Dasar
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residu dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Normalitas dalam penelitian ini diukur dengan uji Kolmogorov-smirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Dengan pengambilan keputusan :
a. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal;
b. Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
3.5.3 [bookmark: _Toc210595651]Uji Asumsi Klasik
1.        Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independent) dalam model regresi (Ghozali, 2018). Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):
a. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas;
b. Jika nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
2. Uji Heterokedasitas
Heteroskedastisitas terjadi jika varian dari residual (error) suatu pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan (tidak konstan). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Glejser Test. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Model regresi dalam penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana periode lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson. Berikut ini ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2018):
a. du < d < 4 – du maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif;
b. 0 < d < dl maka dikatakan tidak ada autokorelasi positif, keputusan tolak;
c. 4 – dl < d < 4 maka dikatakan tidak ada autokorelasi negatif, keputusan tolak;
d. dl ≤ d ≤ du maka dikatakan tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan;
e. 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl maka dikatakan tidak ada kolerasi negatif, tidak ada keputusan.
3.5.4 [bookmark: _Toc210595652]Uji Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda adalah hubungan anatara satu variabel dependen dengan lebih satu variabel independen (Supriyadi, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen (komite audit dan kepemilikan manajerial) dan variabel dependen (penghindaran pajak). Dengan demikian, persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.
Y = ɑ +  +  + ɛ
Keterangan:
Y	       : Penghindaran Pajak
X1		  : Komite Audit	
X2	  : Kepemilikan Manajerial		
 	: Koefisien Regresi
ɑ	: Konstanta
ɛ	: Standar error
3.5.5 [bookmark: _Toc210595653]  Uji Kelayakan Model
1.   Uji F
Uji F pada dasarnya menentukan apakah suatu model regresi layak atau variabel independen dapat menjelaskan atau memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model uji layak digunakan dan seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka model uji tersebut tidak layak digunakan.
2. [bookmark: _Hlk206183103]Uji Koefisien Determinasi
Digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 artinya variabel independen hampir memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).
3.5.6 [bookmark: _Toc210595654]Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Umumnya pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji t menghasilkan koefisien regresi yang dapat bernilai positif atau negatif. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah antara variabel independen dan dependen, sementara koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara keduanya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah sebagai berikut: 
a. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien searah dengan hipotesis, maka hipotesis diterima;
b. [bookmark: _Toc190434793]Jika nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien berlawanan arah dengan hipotesis, maka hipotes ditolak;
c. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis akan ditolak.
[bookmark: _Toc210595655]BAB IV 
[bookmark: _Toc210595656]HASIL DAN PEMBAHASAN 
4. 1. [bookmark: _Toc210595657]Hasil Penelitian
4. 1. 1. [bookmark: _Toc210595658]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data pada seluruh variabel yang digunakan yaitu meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, deskriptif analisis difokuskan pada variabel-variabel seperti komite audit, kepemilikan manajerial, dan penghindaran pajak.
[bookmark: _Hlk210594132]Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (Uji Awal)
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Komite Audit
	75
	0,33
	1,00
	0,8411
	0,19956

	Kepemilikan Manajerial
	75
	0,0002
	0,8124
	0,162340
	0,2398910

	Penghindaran Pajak
	75
	0,0245
	2,2950
	0,302773
	0,3592125

	Valid N (listwise)
	75
	
	
	
	


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan data pada tabel 4.1, hasil analisis deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Variabel komite audit (X1) dengan jumlah amatan sebanyak 75 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,33 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk (2019-2021) dan Sekar Bumi Tbk (2019). Nilai maksimum sebesar 1,00 pada perusahaan Bisi International Tbk (2019-2023), Campina Ice Cream Industry Tbk (2019-2023), Sariguna Primatirta Tbk (2019-2023), Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (2019-2023), Mulia Boga Raya Tbk (2019-2023), Indofood Sukses Makmur Tbk (2022-2023), Panca Mitra Multiperdana Tbk (2020-2023), Sekar Laut Tbk (2019-2023), Tigaraksa Satria Tbk (2020-2022), serta Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (2019-2023). Rata-rata (mean) mencapai 0,8411 dengan nilai deviasi sebesar 0,19956.
2. Variabel kepemilikan manajerial (X2) dengan jumlah amatan sebanyak 75 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0002 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk (2019-2023). Nilai maksimum sebesar 0,8124 pada perusahaan Widodo Makmur Perkasa Tbk (2019-2023). Rata-rata (mean) mencapai 0,162340 dengan nilai deviasi sebesar 0,2398910.
3. Variabel penghindaran pajak (Y) dengan jumlah amatan sebanyak 75 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0245 pada Panca Mitra Multiperdana Tbk (2020). Nilai maksimum sebesar 2,2950 pada perusahaan Sekar Bumi Tbk di (2019). Rata-rata (mean) mencapai 0,302773 dengan nilai deviasi sebesar 0,3592125.
4. 1. 2. [bookmark: _Toc210595659]Uji Asumsi Dasar
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah distribusi data pada variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi menunjukkan pola distribusi normal atau tidak. Normalitas dalam penelitian ini diukur dengan uji Kolmogorov-smirnov. 
[bookmark: _Hlk210594161]Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas (Uji Awal)
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	75

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	0,001

	Sumber: Data diolah 2025
	


Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.2, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,001. Nilai ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi tidak berdistribusi normal karena berada di bawah batas signifikansi 0,05. Oleh karena data tidak berdistribusi normal, dilakukan outlier data dengan menggunakan casewise diagnostics. Outlier merupakan data yang memiliki karakteristik unik dan berbeda jauh dibandingkan dengan data observasi lainnya serta dalam variabel tunggal maupun kombinasi memiliki nilai yang ekstrim (Ghozali, 2018). Berikut hasil dari outlier data yang dilakukan:
[bookmark: _Hlk210594190]Tabel 4. 3 Hasil Casewise Diagnostics (Tahap 1)
	Case Number
	Residual

	46
	1,6968

	50
	1,7140


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian casewise diagnostics menunjukkan adanya outlier pada case number ke-46 milik perusahaan dengan kode PMMP dan pada case number ke-50 milik perusahaan dengan kode SKBM. Selanjutnya, uji normalitas kembali dilakukan dengan menggunakan 73 data yang tersisa. Hasil pengujian normalitas setelah dilakukan outlier tahap pertama yaitu sebagai berikut.
[bookmark: _Hlk210594219]Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas ( Setelah Outlier 1)
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	73

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	0,001


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel 4.4, dengan jumlah data (N) sebanyak 73 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,001. Nilai ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi belum berdistribusi normal karena berada di bawah batas signifikansi 0,05, maka dilakukan kembali pengujian outlier seperti pada tahap pertama dengan menggunakan metode casewise diagnostics. Berikut hasil outlier yang diperoleh disajikan sebagai berikut.
Tabel 4. 5 Hasil Casewise Diagnostics (Tahap 2)
	Case Number
	Residual

	16
	0,8427

	45
	0,6332

	46
	0,5855


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel, 4.5 hasil pengujian casewise diagnostics menunjukkan adanya outlier pada case number ke-16 milik perusahaan dengan kode DSNG, pada case number ke-45 dan ke-46 milik perusahaan dengan kode SKBM. Selanjutnya, uji normalitas kembali dilakukan dengan menggunakan 70 data yang tersisa. Hasil pengujian normalitas setelah dilakukan outlier tahap kedua yaitu sebagai berikut.
[bookmark: _Hlk210594292]Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas (Setelah Outlier 2)
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	70

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	0,200


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel 4.6 setelah dilakukan outlier data, ditemukan 5 data ekstrem yang kemudian dihapus, sehingga tersisa 70 data yang digunakan dalam analisis. Hasil uji normalitas setelah penanganan outlier menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.
Jumlah data amatan awal sebanyak 75 data tidak memenuhi uji normalitas sebagai salah satu syarat uji asumsi klasik karena terdapat 5 data outlier dari 3 sampel perusahaan. Oleh sebab itu, dilakukan kembali pengujian analisis statistik deskriptif dengan menggunakan data setelah penghapusan outlier, sehingga jumlah data amatan yang digunakan menjadi 70.
[bookmark: _Hlk210594329]Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (Uji Setelah Outlier)
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Komite Audit
	70
	0,33
	1,00
	0,8536
	0,19268

	Kepemilikan Manajerial
	70
	0,0002
	0,8124
	0,166806
	0,2455951

	Penghindaran Pajak
	70
	0,0245
	0,4545
	0,220696
	0,0827115

	Valid N (listwise)
	70
	
	
	
	


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan data pada tabel 4.7, hasil analisis deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Variabel komite audit (X1) dengan jumlah amatan sebanyak 70 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,33 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk (2019-2021). Nilai maksimum sebesar 1,00 pada perusahaan Bisi International Tbk (2019-2023), Campina Ice Cream Industry Tbk (2019-2023), Sariguna Primatirta Tbk (2019-2023), Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (2019-2023), Mulia Boga Raya Tbk (2019-2023), Indofood Sukses Makmur Tbk (2022-2023), Panca Mitra Multiperdana Tbk (2020-2022), Sekar Laut Tbk (2019-2023), Tigaraksa Satria Tbk (2020-2022), serta Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (2019-2023). Rata-rata (mean) mencapai 0,8536 dengan nilai deviasi sebesar 0,19268.
2. Variabel kepemilikan manajerial (X2) dengan jumlah amatan sebanyak 70 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0002 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk (2019-2023). Nilai maksimum sebesar 0,8124 pada perusahaan Widodo Makmur Perkasa Tbk (2019-2023). Rata-rata (mean) mencapai 0,166806 dengan nilai deviasi sebesar 0,2455951.
3. Variabel penghindaran pajak (Y) dengan jumlah amatan sebanyak 70 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0245 pada perusahaan Panca Mitra Multiperdana Tbk (2020). Nilai maksimum sebesar 0,4545 pada perusahaan Dharma Satya Nusantara Tbk (2023). Rata-rata (mean) mencapai 0,220696 dengan nilai deviasi sebesar 0,827115.
4. 1. 3. [bookmark: _Toc210595660]Uji Asumsi Klasik
[bookmark: _Hlk210594361]Tabel 4. 8 Hasil Uji Asumsi Klasik
	Keterangan
	Uji Multikolinearitas
	Uji 
Heteroskedastisitas
	Uji Autokorelasi

	
	Tolerance
	VIF
	Sig
	

	Komite Audit
	0,418
	2,394
	0,980
	

	Kepemilikan Manajerial
	0,418
	2,394
	0,248
	

	Durbin Watson
	
	
	
	1,928


	Sumber: Data diolah 2025


1. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independent) dalam model regresi. Uji multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui melalui nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada salah satu variabel. Untuk variabel komite audit, diperoleh nilai tolerance sebesar 0,418 lebih besar dari 0,10, serta nilai VIF sebesar 2,394 lebih kecil dari 10. Demikian pula pada variabel kepemilikan manajerial, nilai tolerance sebesar 0,418 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,394 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak mengalami multikolinearitas.
2. [bookmark: _Hlk208357703]Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji Glejser Test menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen, yaitu komite audit dan kepemilikan manajerial berada lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.
3. Uji Autokolerasi
Uji autokolerasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 1,928. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen (k = 2) dengan data amatan sebanyak 70 (n = 70). Berdasarkan tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai (dl) sebesar 1,5542, (du) sebesar 1,6715, serta nilai 4–du sebesar 2,3285. Karena nilai DW berada di antara du dan 4–du (1,6715 < 1,928 < 2,3285), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.
4. 1. 4. [bookmark: _Toc210595661]Uji Regresi Linear Berganda
Setelah seluruh uji asumsi klasik dilakukan dan terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui serta memprediksi sejauh mana variabel independen, yaitu komite audit dan kepemilikan manajerial, mampu memengaruhi variabel dependen, yakni penghindaran pajak. Adapun hasil uji regresi linier berganda disajikan sebagai berikut.
[bookmark: _Hlk210594384]Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Variabel
	Unstandardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	
	

	1
	(Constant)
	1,392
	0,263
	5,293
	0,000

	
	Komite Audit
	0,363
	0,107
	3,397
	0,001

	
	Kepemilikan Manajerial
	0,245
	0,108
	2,269
	0,027


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji regresi linier berganda, maka persamaan model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Y = 1,392 + 0,363X1 + 0,245X2 + ɛ
Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta (α) sebesar 1,392 artinya apabila variabel independen yaitu, komite audit dan kepemilikan manajerial bernilai sebesar 0, maka nilai CETR adalah sebesar 1,392.
2. Koefisien regresi (X1) yaitu variabel komite audit menunjukkan bahwa setiap nilai komite meningkat sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai CETR sebesar 0,363. Dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 pada variabel komite audit maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,363. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak.
3. Koefisien regresi (X2) yaitu variabel kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa setiap nilai komite meningkat sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai CETR sebesar  0,245. Dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 pada variabel komite audit maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,245. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak.
4. 1. 5. [bookmark: _Toc210595662]Uji Kelayakan
1. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Suatu model regresi dinyatakan layak apabila memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji F (kelayakan model).
[bookmark: _Hlk210594407]Tabel 4. 10 Hasil Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sig.

	1
	Regression
	0,000b

	
	Residual
	

	
	Total
	


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel 4.10, hasil uji statistik F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan.
2. Uji Koefisien Determinasi
Dalam persamaan regresi, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen diukur melalui nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Adapun hasil koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
[bookmark: _Hlk210594427]Tabel 4. 11 Hasil Koefisien Determinasi (R2)
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,710a
	0,504
	0,489
	0,08967


Sumber: Data diolah 2025
Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan pada kolom R Square adalah sebesar 0,504. Hal ini berarti bahwa variabel komite audit dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 50,4%, sedangkan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini.
4. 1. 6. [bookmark: _Toc210595663]Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkn tabel 4.9 diatas, maka penjelasan atas masing-masing hipotesis dijabarkan sebagai berikut.
1. Variabel komite audit (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,363 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (sig 0,001 < 0,05). Semakin tinggi nilai komite audit maka nilai CETR juga akan meningkat, sehingga tingkat penghindaran pajak justru semakin rendah. Hal ini didasarkan pada proksi CETR yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai CETR menunjukkan semakin rendah tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya semakin rendah nilai CETR mencerminkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.
2. Variabel kepemilikan manajerial (X2) memiliki niali koefisien regresi sebesar 0,245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 (sig 0,027 < 0,05). Semakin tinggi nilai kepemilikan manajerial maka nilai CETR juga akan meningkat, sehingga tingkat penghindaran pajak justru semakin rendah. Hal ini didasarkan pada proksi CETR yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai CETR menunjukkan semakin rendah tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya semakin rendah nilai CETR mencerminkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak ditolak.
4. 2. [bookmark: _Toc210595664]Pembahasan
4. 2. 1. [bookmark: _Toc210595665]Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
[bookmark: _Hlk211321713]Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh koefisien regresi sebesar 0,363 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, maka cenderung meminimalkan atau menurunkan penghindaran pajak.
Sejalan dengan peran komite audit sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi laporan keuangan, meningkatkan transparansi (Abdeljawad dkk., 2023), dan membantu perusahaan dalam mematuhi regulasi perpajakan (Aganthasyah dkk., 2025). Sehingga, dapat memperkecil peluang bagi pemangku kepentingan internal untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Jiang dkk., 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kehadiran anggota dengan keahlian keuangan memungkinkan komite audit untuk menjalankan peran pengawasannya dengan lebih baik (Deslandes dkk., 2020), (Hsu dkk., 2018), dan (Lary & Taylor, 2012). Pengetahuan mendalam mengenai keuangan dan akuntansi memungkinkan komite audit untuk memahami informasi keuangan secara komprehensif (Musallam, 2020).
Komite audit yang menjalankan fungsinya secara optimal turut berperan dalam mengevaluasi strategi perpajakan perusahaan, seperti perencanaan pajak, kebijakan transfer pricing, dan penilaian risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan nasional maupun standar internasional (Zahrani dkk., 2024).  Salah satu perannya yaitu, komite dapat meminta dokumentasi yang lebih rinci atas transaksi antarperusahaan dan meninjau mekanisme alokasi laba untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Situmorang & Setiabudi, 2025). Selain itu, komite audit juga menilai jenis metode akuntansi yang digunakan serta estimasi akuntansi dan pajak yang ditetapkan oleh manajemen (Alqatan dkk., 2025). Lebih lanjut, Nadila & Suhartini (2024) menemukan bahwa komite audit yang efektif juga dapat membatasi praktik manajemen laba yang berkaitan dengan upaya penghindaran pajak oleh perusahaan.
Dampak dari keberadaan komite audit yang efektif ialah dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, transparansi laporan keuangan, dan mampu membatasi praktik oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Efektivitas pengawasan komite audit dapat membatasi perilaku penghindaran pajak, kehadiran anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan memperkuat kontrol terhadap praktik tersebut (Dang & Nguyen, 2022). Anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan dapat memperketat pengawasan dalam perusahaan, mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan beban pajak, serta memberikan masukan strategis terkait pajak yang dapat memengaruhi pajak yang dibayar perusahaan atau beban pajak kini dalam melakukan penghindaran pajak (Puspita & Wulandari, 2023).
Hal ini mendukung teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menjembatani kesenjangan informasi antara agent dan principal, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dengan demikian, komite audit berfungsi untuk menekan praktik penghindaran pajak yang muncul sebagai bentuk tindakan oportunistik manajemen akibat adanya asimetri informasi (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Artinya, semakin baik peran pengawasan yang dijalankan oleh komite audit, maka cenderung meminimalkan atau menurunkan praktik penghindaran pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Damayanty & Putri (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pengawasan yang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi praktik tersebut. Sejalan dengan itu, Aganthasyah dkk. (2025) menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya melalui penguatan peran komite audit, memiliki peran penting dalam mengurangi penghindaran pajak. Selaras dengan penelitian Widiatmoko & Mulya (2021) dan Abdeljawad dkk. (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.
4. 2. 2. [bookmark: _Toc210595666]Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak
[bookmark: _Hlk211307057]Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh koefisien regresi sebesar 0,245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajer di dalam perusahaan, maka cenderung meminimalkan atau menurunkan penghindaran pajak.
Kepemilikan manajerial adalah kondisi ketika pihak manajamen perusahaan juga merupakan pemegang saham, sehingga menjalankan peran ganda sebagai manajer sekaligus pemilik (Andari dkk., 2022). Tingkat kepemilikan saham oleh manajemen berkorelasi dengan tingkat penghindaran pajak yang berbeda pada tiap perusahaan (Cabello dkk., 2019). Alkurdi & Mardini (2020) menemukan bahwa semakin besar kepemilikan saham manajerial, semakin rendah kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang kompleks, karena adanya dorongan untuk menghindari risiko. Manajer yang juga memiliki saham di perusahaan cenderung mempertimbangkan manfaat dan risiko penghindaran pajak dengan cermat, sehingga mengurangi strategi perpajakan oportunistik (Shi dkk., 2020). Dengan demikian, kepemilikan manajerial mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan cenderung lebih menghindari risiko, oleh karena itu kurang bersedia terlibat dalam usaha berisiko seperti penghindaran pajak (Wongsinhirun dkk., 2024).
Armstrong dkk. (2019) menyatakan bahwa manajer yang juga merupakan pemegang saham cenderung memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dan transparan untuk meminimalkan kontroversi pajak dan mempertahankan kredibilitas laporan keuangan. Sikap konservatif ini dapat melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, seperti pengakuan tepat waktu dalam mengakui kerugian dan menunda pengakuan keuntungan, sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik dalam upaya menekan beban pajak (Hasnita dkk., 2023). Dengan kepemilikan manajerial, manajer cenderung menghindari strategi akuntansi agresif yang dapat memicu risiko dan merusak reputasi perusahaan. Reputasi yang buruk akan menyulitkan perusahaan dalam menarik minat investor dan memperoleh pendanaan, sehingga manajer lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangan dan akan menyajikan laporan yang lebih transparan untuk menghindari risiko yang tidak diharapkan (Zulfia dkk., 2023).
Dampak dari adanya kepemilikan manajerial terhadap perusahaan cukup signifikan, terutama dalam aspek pengendalian risiko. Kepemilikan ini dapat menekan kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang berisiko (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Mengingat tindakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum, sanksi pajak, atau kerusakan reputasi yang dapat mengancam keberlangsungan operasional perusahaan (Aryani & Fauzi, 2023). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial  dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dan mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menentukan strategi pajak. Kondisi ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata publik, serta meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.
Tidak sejalan dengan teori keagenan (agency theory), yang menjelaskan bahwa konflik keagenan muncul ketika kepentingan manajer tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Potensi konflik kepentingan muncul akibat asimetri dalam hubungan keagenan, karena manajer memiliki akses informasi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan, seperti pemegang saham (Syahputri & Nawirah, 2023). Sehingga, manajer berpotensi melakukan tindakan oportunistik untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, manajer berpotensi untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya melalui transaksi yang dimodifikasi maupun dengan membentuk struktur organisasi yang rumit (Alkurdi & Mardini, 2020).
Penelitian yang dilakukan oleh Wongsinhirun dkk. (2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung untuk lebih mengutamakan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan itu, Martiana & Husnaini (2024) menyatakan kepemilikan saham oleh manajer memberikan dorongan untuk lebih memperhatikan keberlangsungan dan kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, mereka cenderung meminimalkan penghindaran pajak yang berlebihan, yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dkk. (2022) dan Mahmudi (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.
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5. 1. [bookmark: _Toc210595669]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh negatif antara komite audit terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, maka cenderung meminimalkan atau menurunkan penghindaran pajak. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan memperkuat fungsi pengawasan sehingga mampu menekan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, komite menjadi salah satu mekanisme penting dalam memperbaiki tata kelola perusahaan, menekan praktik oportunistik manajemen dan mengoptimalkan kepatuhan pajak.
2. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan, maka cenderung meminimalkan atau menurunkan penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial yang lebih besar mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta berorientasi pada keberlanjutan kinerja perusahaan jangka panjang. Hal ini membuat manajer cenderung menghindari risiko, sehingga mengurangi strategi perpajakan oportunistik.
5. 2. [bookmark: _Toc210595670]Saran
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi investor yang ingin menanamkan modal pada suatu perusahaan, disarankan untuk memperhatikan proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, serta tingkat kepemilikan manajerial atau jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, seperti direksi, manajer, dan dewan komisaris. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian serta tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung meminimalkan praktik penghindaran pajak. Informasi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi, sekaligus membantu investor dalam mengelola risiko yang berpotensi timbul akibat praktik penghindaran pajak perusahaan. 
2. [bookmark: _Hlk211996827][bookmark: _Hlk210159110]Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan praktik penghindaran pajak dengan memperhatikan peran komite audit dan kepemilikan manajerial dalam menjalankan aktivitas operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan reputasi dan citra perusahaan di mata publik, serta meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian, dikarenakan penelitian ini hanya mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 50,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian di masa mendatang juga dapat dilakukan pada sektor lain di luar perusahaan subsektor makanan dan minuman guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
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[bookmark: _Hlk210594916]Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan
	No
	Nama Perusahaan
	Kode

	1
	Bisi International Tbk.
	BISI

	2
	Campina Ice Cream Industry Tbk.
	CAMP

	3
	Sariguna Primatirta Tbk.
	CLEO

	4
	Dharma Satya Nusantara Tbk.
	DSNG

	5
	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
	GOOD

	6
	Mulia Boga Raya Tbk.
	KEJU

	7
	Indofood Sukses Makmur Tbk.
	INDF

	8
	Mayora Indah Tbk.
	MYOR

	9
	Panca Mitra Multiperdana Tbk.
	PMMP

	10
	Sekar Bumi Tbk.
	SKBM

	11
	Sekar Laut Tbk.
	SKLT

	12
	Siantar Top Tbk.
	STTP

	13
	Tigaraksa Satria Tbk.
	TGKA

	14
	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
	ULTJ

	15
	Widodo Makmur Perkasa Tbk.
	WMPP


















[bookmark: _Hlk210595089]Lampiran 2 Tabel Data Penghindaran Pajak
	Kode
	Tahun
	Pembayaran Pajak
	Laba Sebelum Pajak
	CETR

	BISI
	2019
	          131,563,000,000 
	               404,771,000,000 
	0.3250

	
	2020
	          116,455,000,000 
	               275,667,000,000 
	0.4224

	
	2021
	          131,222,000,000 
	               477,367,000,000 
	0.2749

	
	2022
	          146,769,000,000 
	               644,894,000,000 
	0.2276

	
	2023
	          182,055,000,000 
	               733,895,000,000 
	0.2481

	CAMP
	2019
	            21,429,110,362 
	                 99,535,473,132 
	0.2153

	
	2020
	            16,969,073,278 
	                 56,816,360,398 
	0.2987

	
	2021
	            18,284,484,130 
	               126,156,941,830 
	0.1449

	
	2022
	            32,305,959,086 
	               153,914,313,784 
	0.2099

	
	2023
	            33,520,387,987 
	               160,678,405,480 
	0.2086

	CLEO
	2019
	            27,000,838,885 
	               172,342,839,552 
	0.1567

	
	2020
	            28,882,717,979 
	               168,613,556,985 
	0.1713

	
	2021
	            39,838,906,262 
	               229,981,620,687 
	0.1732

	
	2022
	            50,044,358,127 
	               250,491,391,647 
	0.1998

	
	2023
	            61,585,940,157 
	               412,208,114,325 
	0.1494

	DSNG
	2019
	          309,941,000,000 
	               280,084,000,000 
	1.1066

	
	2020
	          107,373,000,000 
	               695,296,000,000 
	0.1544

	
	2021
	          299,414,000,000 
	               965,884,000,000 
	0.3100

	
	2022
	          464,556,000,000 
	            1,610,228,000,000 
	0.2885

	
	2023
	          518,410,000,000 
	            1,140,643,000,000 
	0.4545

	GOOD
	2019
	          126,575,809,278 
	               580,567,005,845 
	0.2180

	
	2020
	          103,644,892,445 
	               339,984,897,163 
	0.3049

	
	2021
	          156,823,605,867 
	               632,654,506,311 
	0.2479

	
	2022
	          152,990,248,871 
	               674,251,464,663 
	0.2269

	
	2023
	          161,698,197,437 
	               783,016,628,548 
	0.2065

	KEJU
	2019
	            37,296,447,311 
	               136,625,747,757 
	0.2730

	
	2020
	            41,075,921,197 
	               157,207,256,439 
	0.2613

	
	2021
	            32,975,215,226 
	               183,170,597,779 
	0.1800

	
	2022
	            53,569,920,697 
	               150,389,911,968 
	0.3562

	
	2023
	            16,201,255,409 
	               102,980,669,381 
	0.1573

	INDF
	2019
	       2,361,672,000,000 
	            8,749,397,000,000 
	0.2699

	
	2020
	       2,784,615,000,000 
	          12,462,334,000,000 
	0.2234

	
	2021
	       3,577,269,000,000 
	          14,456,085,000,000 
	0.2475

	
	2022
	       3,775,947,000,000 
	          12,318,765,000,000 
	0.3065

	
	2023
	       4,325,824,000,000 
	          15,615,384,000,000 
	0.2770

	MYOR
	2019
	          548,485,380,356 
	            2,704,466,581,011 
	0.2028

	
	2020
	          616,475,395,467 
	            2,683,890,279,936 
	0.2297

	
	2021
	          407,213,228,137 
	            1,549,648,556,686 
	0.2628

	
	2022
	          382,467,836,657 
	            2,506,057,517,934 
	0.1526

	
	2023
	          591,127,909,871 
	            4,093,715,832,812 
	0.1444

	PMMP
	2019
	            37,560,849,525 
	               141,594,988,257 
	0.2653

	
	2020
	             4,168,944,325 
	               170,263,330,965 
	0.0245

	
	2021
	            24,473,560,964 
	               171,942,063,567 
	0.1423

	
	2022
	            42,905,846,301 
	               112,757,448,350 
	0.3805

	
	2023
	            22,761,539,008 
	                 26,296,427,808 
	0.8656

	SKBM
	2019
	            11,849,753,949 
	                  5,163,201,735 
	2.2950

	
	2020
	            11,582,613,128 
	                 13,568,762,041 
	0.8536

	
	2021
	            14,422,055,329 
	                 44,152,540,846 
	0.3266

	
	2022
	             7,269,045,487 
	               117,187,513,903 
	0.0620

	
	2023
	            25,545,051,068 
	                 11,946,009,923 
	2.1384

	SKLT
	2019
	            14,650,111,931 
	                 56,782,206,578 
	0.2580

	
	2020
	             9,276,903,406 
	                 55,673,983,557 
	0.1666

	
	2021
	            10,878,886,166 
	               101,725,399,549 
	0.1069

	
	2022
	            26,824,618,523 
	                 92,439,536,022 
	0.2902

	
	2023
	            19,973,001,519 
	                 97,118,384,008 
	0.2057

	STTP
	2019
	            92,823,815,898 
	               607,043,293,422 
	0.1529

	
	2020
	          115,958,847,906 
	               773,607,195,121 
	0.1499

	
	2021
	          158,394,616,582 
	               765,188,720,115 
	0.2070

	
	2022
	          134,091,037,290 
	               756,723,520,605 
	0.1772

	
	2023
	          194,394,407,005 
	            1,102,640,346,668 
	0.1763

	TGKA
	2019
	          122,370,262,617 
	               553,046,935,019 
	0.2213

	
	2020
	          101,949,304,470 
	               625,284,763,496 
	0.1630

	
	2021
	          145,318,279,633 
	               608,171,241,151 
	0.2389

	
	2022
	          127,788,000,000 
	               604,907,000,000 
	0.2113

	
	2023
	          128,698,000,000 
	               587,515,000,000 
	0.2191

	ULTJ
	2019
	          278,947,000,000 
	            1,375,359,000,000 
	0.2028

	
	2020
	          321,089,000,000 
	            1,421,517,000,000 
	0.2259

	
	2021
	          331,696,000,000 
	            1,541,932,000,000 
	0.2151

	
	2022
	          427,799,000,000 
	            1,288,998,000,000 
	0.3319

	
	2023
	          286,066,000,000 
	            1,507,285,000,000 
	0.1898

	WMPP
	2019
	            31,008,196,915 
	               147,908,902,368 
	0.2096

	
	2020
	            43,691,369,216 
	               123,368,030,667 
	0.3542

	
	2021
	            40,560,382,397 
	               393,257,908,929 
	0.1031

	
	2022
	            18,537,548,082 
	               395,335,807,505 
	0.0469

	
	2023
	             9,263,615,453 
	               220,616,811,373 
	0.0420




[bookmark: _Hlk210595110]Lampiran 3 Tabel Data Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial
	Kode
	Tahun
	KA
	 Jumlah Saham
	 Saham Beredar
	KM

	BISI
	2019
	1
	7,550,000
	3,000,000,000
	0.0025

	
	2020
	1
	7,550,000
	3,000,000,000
	0.0025

	
	2021
	1
	2,748,900
	3,000,000,000
	0.0009

	
	2022
	1
	500,000
	3,000,000,000
	0.0002

	
	2023
	1
	3,232,900
	3,000,000,000
	0.0011

	CAMP
	2019
	1
	35,200,000
	5,885,000,000
	0.0060

	
	2020
	1
	35,200,000
	5,885,000,000
	0.0060

	
	2021
	1
	35,200,000
	5,885,000,000
	0.0060

	
	2022
	1
	35,200,000
	5,885,000,000
	0.0060

	
	2023
	1
	89,430,900
	5,885,000,000
	0.0152

	CLEO
	2019
	1
	119,440,000
	12,000,000,000
	0.0100

	
	2020
	1
	100,748,800
	12,000,000,000
	0.0084

	
	2021
	1
	104,748,800
	11,959,987,600
	0.0088

	
	2022
	1
	105,061,600
	11,959,987,600
	0.0088

	
	2023
	1
	125,311,600
	11,959,987,600
	0.0105

	DSNG
	2019
	0.67
	972,717,500
	10,599,842,400
	0.0918

	
	2020
	0.67
	972,717,500
	10,599,842,400
	0.0918

	
	2021
	0.67
	972,717,500
	10,599,842,400
	0.0918

	
	2022
	0.67
	972,717,500
	10,599,842,400
	0.0918

	
	2023
	0.67
	1,548,685,000
	10,599,842,400
	0.1461

	GOOD
	2019
	0.67
	753,459,701
	7,379,580,291
	0.1021

	
	2020
	1
	779,826,701
	7,344,805,491
	0.1062

	
	2021
	1
	3,891,005,505
	36,533,854,955
	0.1065

	
	2022
	1
	3,405,823,950
	36,528,254,855
	0.0932

	
	2023
	1
	6,316,659,660
	36,883,156,555
	0.1713

	KEJU
	2019
	1
	990,000,000
	1,500,000,000
	0.6600

	
	2020
	1
	990,000,000
	1,500,000,000
	0.6600

	
	2021
	1
	4,801,900
	1,500,000,000
	0.0032

	
	2022
	1
	4,801,900
	1,500,000,000
	0.0032

	
	2023
	1
	5,771,100
	1,500,000,000
	0.0038

	INDF
	2019
	0.33
	1,380,020
	8,780,426,500
	0.0002

	
	2020
	0.33
	1,380,020
	8,780,426,500
	0.0002

	
	2021
	0.33
	1,380,020
	8,780,426,500
	0.0002

	
	2022
	1
	1,380,020
	8,780,426,500
	0.0002

	
	2023
	1
	1,380,020
	8,780,426,500
	0.0002

	MYOR
	2019
	0.67
	5,638,834,400
	22,358,699,725
	0.2522

	
	2020
	0.67
	5,638,834,400
	22,358,699,725
	0.2522

	
	2021
	0.67
	5,643,777,700
	22,358,699,725
	0.2524

	
	2022
	0.67
	5,643,777,700
	22,358,699,725
	0.2524

	
	2023
	0.67
	5,646,326,800
	22,358,699,725
	0.2525

	PMMP
	2019
	0.67
	800,000,000
	2,000,000,000
	0.4000

	
	2020
	1
	800,000,000
	2,353,000,000
	0.3400

	
	2021
	1
	800,000,000
	2,353,000,000
	0.3400

	
	2022
	1
	800,000,000
	2,353,000,000
	0.3400

	
	2023
	1
	800,000,000
	2,353,000,000
	0.3400

	SKBM
	2019
	0.33
	38,304,991
	1,726,003,217
	0.0222

	
	2020
	0.67
	38,304,991
	1,726,003,217
	0.0222

	
	2021
	0.67
	38,304,991
	1,730,103,217
	0.0221

	
	2022
	0.67
	39,624,185
	1,730,103,217
	0.0229

	
	2023
	0.67
	39,624,185
	1,730,103,217
	0.0229

	SKLT
	2019
	1
	5,957,044
	621,666,450
	0.0096

	
	2020
	1
	5,957,044
	621,666,450
	0.0096

	
	2021
	1
	3,588,266
	621,695,950
	0.0058

	
	2022
	1
	3,588,266
	621,695,950
	0.0058

	
	2023
	1
	37,350,910
	6,223,788,700
	0.0060

	STTP
	2019
	0.67
	42,744,400
	1,310,000,000
	0.0326

	
	2020
	0.67
	42,744,400
	1,310,000,000
	0.0326

	
	2021
	0.67
	42,744,400
	1,310,000,000
	0.0326

	
	2022
	0.67
	41,750,800
	1,310,000,000
	0.0319

	
	2023
	0.67
	41,750,800
	1,310,000,000
	0.0319

	TGKA
	2019
	0.75
	1,797,650
	918,492,750
	0.0020

	
	2020
	1
	6,497,250
	918,492,750
	0.0071

	
	2021
	1
	17,102,450
	918,492,750
	0.0186

	
	2022
	1
	17,096,950
	918,492,750
	0.0186

	
	2023
	0.67
	12,469,450
	918,492,750
	0.0136

	ULTJ
	2019
	1
	4,160,913,460
	11,553,528,000
	0.3601

	
	2020
	1
	5,565,634,360
	11,553,528,000
	0.4817

	
	2021
	1
	5,598,964,960
	11,553,528,000
	0.4846

	
	2022
	1
	5,632,527,360
	11,553,528,000
	0.4875

	
	2023
	1
	4,066,384,160
	10,398,175,200
	0.3911

	WMPP
	2019
	0.67
	23,900,000,000
	29,419,000,000
	0.8124

	
	2020
	0.67
	23,900,000,000
	29,419,000,000
	0.8124

	
	2021
	0.67
	23,900,000,000
	29,419,000,000
	0.8124

	
	2022
	0.67
	23,900,000,000
	29,419,000,000
	0.8124

	
	2023
	0.67
	23,900,000,000
	29,419,000,000
	0.8124




Lampiran 4 Output SPSS
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	KA
	70
	.33
	1,00
	.8536
	.19268

	KM
	70
	.0002
	.8124
	.166806
	.2455951

	CETR
	70
	.0245
	.4545
	.220696
	.0827115

	Valid N (listwise)
	70
	
	
	
	



	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	75

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	.34103669

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.252

	
	Positive
	.252

	
	Negative
	-.159

	Test Statistic
	.252

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	<.001



	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	70

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	.08181247

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.075

	
	Positive
	.067

	
	Negative
	-.075

	Test Statistic
	.075

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.200d



	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	 (Constant)
	             1.392
	             .263
	
	  5.293
	  <,001
	
	

	
	 KA
	               .363
	             .107
	              .452
	  3.397
	     .001
	         .418
	       2.394

	
	 KM
	               .245
	             .108
	              .302
	  2.269
	    .027
	         .418
	       2.394

	a. Dependent Variable: CETR



	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	         .710a
	          .504
	                   .489
	               .08967
	                 1.928

	a. Predictors: (Constant), KM, KA

	b. Dependent Variable: CETR



	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	               .059
	               .030
	
	     1.983
	      .051

	
	KA
	              -.001
	               .033
	                  -.003
	     -.025
	      .980

	
	KM
	               .021
	               .018
	                   .143
	    1.166
	     .248

	a. Dependent Variable: ABS_RES


	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	                  .548
	              2
	               .274
	     34.052
	      <,001b

	
	Residual
	                  .539
	             67
	               .008
	
	

	
	Total
	                1.086
	            69
	
	
	

	a. Dependent Variable: CETR

	b. Predictors: (Constant), KM, KA




	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	             1.392
	               .263
	
	    5.293
	    <,001

	
	KA
	               .363
	              .107
	                   .452
	    3.397
	       .001

	
	KM
	               .245
	              .108
	                   .302
	    2.269
	      .027

	a. Dependent Variable: CETR
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